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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA, PENETAPAN ZONASI DAN DAYA
TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN

Menimbang

Mengingat

2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan Sekolah berasrama Tahun Pelajaran
2023/2024 perlu menetapkan zonasi dan daya tampung
Satuan Pendidikan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan zonasi dan
daya tampung Satuan Pendidikan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB);

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Gubernur nomor 12 tahun 2021 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Bahwa untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan
kesuksesan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud
pada konsideran angka 1 di atas, perlu ditetapkan
Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan
menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra
Tingkat sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 61);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Ristek, dan
Teknologi nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
677);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023
tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 596);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang
Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
612);

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Berasrama.

Undang-undang Khusus Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2022 Tentang ABS-SBK.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi
Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Zonasi Satuan Pendidikan 2024/2025 sebagaimana tercantum
dalam lampiran II s.d IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun
Pelajaran 2024 /2025 sebagaimana tercantum pada lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada
lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 22 Maret 2024

: DINAS PENDIDIKAN
o] SUMATERA BARAT
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1. Gubernur Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat



